PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN
NOMOR ¢ TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANA TRANSAKSI NON TUNAI

DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

Menimbang

Mengingat :

[e—y

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HALMAHERA SELLATAN,

bahwa dalam rangka akuntabilitas, transparansi pengelolaan
keuangan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah
harusdilakukan secara tertib, taat pada peraturan
perundang undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan
bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan,
kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;

bahwa dalam rangka melaksanakan hal-hal sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan menindaklanjuti Instruksi
Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan
dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017
,agar setiap pendapatan dan belanja daerah harus secara
bertahap dilakukan melalui transaksi non tunai;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Petunjuk Pelaksana Transaksi Non Tunai di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan,;

. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi

dan Bangunan (Lembaran Negara R.I. Tahun 1985 Nomor
68) sebagaimana telah diatur dan diubah dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara R.I.
Tahun 1994 Nomor 26);

. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara
RI Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Rl Tahun
2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
3988);

.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi,
Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Ri Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 3850);




-

4. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan
Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara R.I.

Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara R.I.

Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara R.I. Tahun

2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor

3961);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan,

Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur

dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara

(Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan

Lembaran Negara R.I. Nomor 4264);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara R.I. Nomor 4400);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerimtah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I. Thun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4438),

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor
137, Tambahan Negara R.I. Nomor 4575),

11.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

12. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);

14, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran
Negara R.l. Tahun 2006 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara R.I. Nomor 4614);,
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Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada
Pemerintah, Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah
Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lemabaran
Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara R.l. Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
Paraturan Pemerintah Nomor S5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah
diubah dengan Paraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara R.I. Tahun 2012 Nomor , Tambahan Lembaran
Negara R.l. Nomor );

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara R.I.
Tahun 2010 Nomor 119));

Peraturan Pemerintah Nomor 91 tahun 2010 tentang Jenis
Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala
Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (lILembaran
Negara Republik Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara R.l.
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara R.I.
Nomor 5265);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2011 Nomor
59, Tambahan Lemabara Negara R.I. Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27  Tahun 2014
tentangPengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
TambahanLembaran < Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2017 Nomor 73,
Tamabahan Lemabara Negara R.I. Nomor 6041),;

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Nageri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006




28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 i
tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan |
Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak lanjut Hasil
Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentangPenerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada
PemerintahDaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013Nomor 1425);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentangPembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah ;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
NegaraRepublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547

33. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 4
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 4);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat
DaerahSelatan Kabupaten Halmahera (Lembaran Daerah
Tahun 2016 Nomor 8 );

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
TENTANG PETUNJUK PELAKSANA TRANSAKSI NON TUNAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA
SELATAN

BAB [
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimakéud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Selatan.

‘ 2. Bupati adalah Bupati Halmahera Selatan.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD
adalahDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam !
rangkapenyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan |
uangtermasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan
dengan hakdan kewajiban Daerah.

6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang

meliputiperencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
Beﬂanﬁgaﬂ'ﬁwi han Iﬁﬂ Wﬂ_—_————l a
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7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut
APBDadalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas
dandisetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan
RakyatDaerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang
bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara u m u m daerah.

9. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut KBUD
adalahpejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas Bendahara
UmumDaerah.

10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat
pemegangkewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas
pokok danfungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah
pejabatyang yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas dan
fungsiPerangkat daerah.

12. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang
selanjutnyadisingkat PPK-Perangkat Daerah adalah pejabat yang
melaksanakan fungsitata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.

13. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK
adalahpejabat pada unit kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu
ataubeberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

14. Transaksi non tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu
pihakke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa alat
pembayaranmenggunakan kartu, cek, bilyet giro, uang elektronik atau

sejenisnya.
15. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk
menerima,menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan

mempertanggungjawabkanuang pendapatan daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada PerangkatDaerah.

16. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yangditunjuk
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakanmempertanggung-
jawabkan uang pendapatan dan daerah dalam rangkapelaksanaan APBD
pada Perangkat Daerah.

’ 17. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk
menerima,menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkanuang untuk keperluan belanja daerah dalam
rangka pelaksanaan APBD padaPerangkat Daerah.

18. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang
ditunjukmenerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan
danmempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah
dalamrangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.

19. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan

\ olehBupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan

membayarseluruh pengeluaran daerah.

20. Kas Bendahara Penerimaan adalah tempat penyimpanan uang daerah
yangditentukan oleh Bupati dan digunakan untuk menampung
seluruhpenerimaan daerah yang dikelolanya.

21.Kas Bendahara Penerimaan Pembantu adalah tempat penyimpanan
uangdaerah yang ditentukan oleh Bupati dan digunakan untuk

, menampungseluruh penerimaan daerah yang dikelolanya.

| 22.Kas Bendahara Pengeluaran adalah penyimpanan uang daerah yang
ditentukan Bupati dan digunakan untuk membayar pengeluaran daerah
yangdikelolanya.

’—__



-6-

23. Kas Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah tempat penyimpanan
uangdaerah yang ditentukan oleh Bupati dan digunakan untuk
membayarseluruh pengeluaran daerah yang dikelolanya.

Ruang Lingkup
Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati, meliputi pelaksanaan transaksi non tunai
terhadap seluruh transaksi Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah di
LingkunganPemerintah Kabupaten Halmahera Selatan.

BAB Il
MEKANISME PENDAPATAN PADA BENDAHARA PENERIMAAN DAN
BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU

Pasal 3

(1) Setiap penerimaan daerah oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara
Penerimaan Pembantu yang berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil
pengelolaan kekayaandaerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan
asli daerah yang sah wajib menggunakan transaksi non tunai.

(2) Pelaksanaan penerimaan daerah dengan transaksi non tunai
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.

BAB 111
MEKANISME BELANJA PADA BENDAHARA PENGELUARAN DAN
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

Pasal 4

(1) Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah dalam hal melakukan
pembayaran dilakukan dengan memindah bukuan ke pihak penerima
senilai Surat Perintah Pencairan Dana yang ditandatangani oleh
Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah.

(2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat
melakukan pembayaran secara tunai untuk keperluan belanja kegiatan
per transaksi dengan nilai paling tinggi Rp 1.000.000,00 (satu juta
rupiah). '

(3) Pembayaran belanja kegiatan per transaksi lebih dari Rp 1.000.000,00
(satu juta rupiah), wajib dilakukan melalui transaksi non tunai ke
rekening penyedia barang/jasa.

(4) Saldo uang tunai yang ada di Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu paling tinggi Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta
rupiah).
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BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Yang mulai

diaksanakan pada tanggal 1 Februari 2019

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera

Selatan.

Ditetapkan di Labuha
pada tanggal 11 pebruari 2019

BUPATI HALMANERA SELATAN,

fof

Diundangkan di Labuha

pada tanggal 1M1 rFebruarl 2019
/< /SEKRETARIS DAERAH
: HALMAHERA SELATAN,
Il

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA
NOMOR.£&

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
TTD

ILHAM ABUBAKAR, SH
Nip. 19690307 200212 1 008

SELATAN TAHUN 2019




